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ABSTRACT

THE EFFECT OF REGIONAL GENERATED REVENUE (PAD),
GENERAL ALLOCATION FUND (DAU) AND FISCAL STRESS INTO

THE LOCAL GOVERNMENT EXPENDITURE.
(EMPIRICAL STUDIES AT REGENCIES/CITIES GOVERNMENTS IN

LAMPUNG PROVINCE)

By

KHAIRUR ICHSAN

The purpose of this study is to prove empirically about the influence of Regional
Generated Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU) and Fiscal Stress
into the Local Government Expenditure.

This research was conducted at Regencies/Cities Government in Lampung
Province from 2011 to 2015. This research uses purposive sampling method with
14 regencies/cities in Lampung Province. Hypothesis tested used multiple
regression analysis.

Based on the results of research shown that (1) Regional Generated Revenue does
not have an effect to Local Government Expenditure, (2) General Allocation Fund
have positive and significant influence to Local Government Expenditure, (3)
Fiscal Stress have positive and significant influence to Local Government
Expenditure.

Keywords: Regional Generated Revenue, General Allocation Fund, Fiscal Stress,
Local Government Expenditure
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ABSTRAK

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM
DAN FISCAL STRESS TERHADAP BELANJA DAERAH

(STUDI EMPIRIS PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI LAMPUNG)

Oleh

KHAIRUR ICHSAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris tentang pengaruh
Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Fiscal Stress terhadap Belanja
Daerah.

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi
Lampung dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015. Penelitian ini
menggunakan metode purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 14
Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Pengujian hipotesis menggunakan analisis
regresi berganda.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pendapatan Asli Daerah
tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah, (2) Dana Alokasi Umum berpengaruh
positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah, (3) Fiscal Stress berpengaruh
positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah.

Kata kunci: pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, fiscal stress,
belanja daerah
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Reformasi yang terjadi di negeri ini memberikan arah perubahan yang cukup

besar terhadap tatanan pemerintahan di Indonesia. Salah satu perubahan tersebut

yaitu lahirnya kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang mengatur

hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Otonomi daerah

merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah, karena setiap daerah

dituntut membuktikan kemandiriannya. Hal ini berarti otonomi daerah tidak dapat

dipandang sebagai wujud kegagalan pemerintah untuk mensejahterakan

masyarakat. Keberhasilan otonomi daerah harus diarahkan pada pendanaan yang

memadai melalui dana perimbangan antara pusat dan daerah (Marothia, 2010).

Oleh karena itu, kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah semata-mata

bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan

peran sertanya dalam pembangunan.

Desentralisasi salah satu alat kebijakan pemerintah yang dianggap cukup efektif

dan efisien dalam menangani permasalahan yang berkaitan dengan stabilitas dan

pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara. Desentralisasi selain pelimpahan

wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, juga diharapkan dapat
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memberikan manfaat yang nyata seperti peningkatan partisipasi dan perbaikan

alokasi sumber daya produktif (Mardiasmo, 2009).

Sejak 1 Januari 2001, Indonesia resmi melaksanakan desentralisasi fiskal dalam

pengaturan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan

utama dalam pelaksanaan desentralisasi untuk menciptakan kemandirian daerah

yang ditandai dengan pengelolaan keuangan daerah yang baik secara efektif dan

efisien (Adiputra, 2014). Dalam penelitian yang dilakukan Ekawarna (2017)

menjelaskan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap

belanja daerah, karena Pendapatan Asli Daerah dapat dikatakan sebagai modal

yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai setiap pengeluaran

belanja daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah. Akan tetapi penelitian

yang dilakukan oleh Wandira (2013) menjelaskan Pendapatan Asli Daerah tidak

terdapat pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal, hal ini dikarenakan

adanya rentang yang cukup jauh Pendapatan Asli Daerah antara daerah yang satu

dengan daerah yang lain.

Adhamaski (2015) dalam Inayati (2017) menjelaskan bahwa optimisme

desentralisasi semakin surut setelah berjalan lebih dari sepuluh tahun. Semakin

panjang umur desentralisasi daerah, semakin banyak persoalan klasik yang tak

pernah kunjung terselesaikan dan berulang kembali selama bertahun-tahun. Oleh

karena keanekaragaman daerah di Indonesia sangat besar, sehingga banyak daerah

yang tidak memiliki kemampuan fiskal yang memadai. Akibatnya pemerintah

kemudian mengalokasikan dana transfer ke daerah demi mengatasi kesenjangan

fiskal baik antar daerah maupun antar pusat dan daerah.
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Pemerintah pusat mengalokasikan dana perimbangan yang bersumber dari APBN

untuk membantu pemerintah daerah mendanai segala kebutuhan dalam

pelaksanaan desentralisasi. Salah satu dana perimbangan yang alokasinya sangat

besar ke daerah adalah Dana Alokasi Umum (DAU). Dana Alokasi Umum (DAU)

suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (fiscal gap) suatu daerah,

yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (fiscal need) dan potensi daerah.

DAU lebih diprioritaskan untuk daerah dengan kemampuan fiskal yang rendah.

Dalam penelitiannya, Salawali et. al (2016) menjelaskan Dana Alokasi Umum

(DAU) berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Hal ini disebabkan karena

peran DAU sangat signifikan, karena belanja daerah lebih didominasi dari jumlah

DAU. Hal ini tidak jauh berbeda dari peran PAD yaitu sebagai modal dalam

pembiayaan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana oleh pemerintah

daerah. Namun berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nabilah (2015)

menunjukkan hasil bahwa DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja

daerah.

Dana Alokasi Umum menjadi bagian sumber penerimaan dengan jumlah terbesar

di Provinsi Lampung dibandingkan dengan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi

Khusus. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Kementerian Keuangan, Provinsi Lampung menerima DAU sebesar

±Rp11.168.215.000.000, DBH sebesar ±Rp682.322.509.361, dan DAK sebesar

±Rp1.801.136.710.000. Berikut disajikan data penerima Dana Alokasi Umum

menurut provinsi di Sumatera Tahun 2011-2015.
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Tabel 1.1

Penerima Dana Alokasi Umum Menurut Provinsi di Sumatera

Tahun 2011-2015 (Juta Rupiah)

No Provinsi
Tahun

2011 2012 2013 2014 2015 Rata-rata

1
Sumatera

Utara
12.220.099 14.599.996 15.819.699 16.962.967 20.747.956 16.070.143

2 Aceh 6.862.600 9.130.843 9.814.462 9.526.061 13.233.914 9.713.576

3 Lampung 5.347.179 8.073.599 7.891.339 8.350.529 11.168.215 8.166.172

4
Sumatera

Barat
5.985.588 7.846.955 5.153.801 8.607.488 12.060.166 7.930.800

5
Sumatera

Selatan
6.580.752 7.392.906 5.451.613 6.139.643 10.268.422 7.166.667

6 Jambi 4.427.994 4.924.077 5.692.931 4.991.184 6.755.002 5.358.238

7 Riau 3.946.056 3.756.266 3.102.815 6.265.380 6.403.011 4.694.706

8 Bengkulu 2.652.679 4.451.572 4.068.475 4.533.108 5.846.917 4.310.550

9
Bangka

Belitung
2.398.023 3.290.512 2.626.664 2.519.886 3.934.975 2.954.012

10
Kepulauan

Riau
1.550.341 1.866.195 2.182.150 2.282.080 2.778.881 2.131.929

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Tabel 1.1 di atas menunjukkan daerah penerima Dana Alokasi Umum disepuluh

provinsi di Pulau Sumatera selama tahun 2011 sampai dengan 2015. Provinsi

Lampung menjadi daerah ketiga penerima DAU terbesar di Pulau Sumatera

selama tahun 2011 sampai dengan 2015 dengan angka rata-rata

±Rp8.166.172.000.000. Provinsi Sumatera Utara menerima DAU tertinggi di
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Pulau Sumatera dengan angka rata-rata ±Rp16.070.143.000.000. Selanjutnya ada

Provinsi Aceh dengan angka rata-rata ±Rp9.713.576.000.000.

Otonomi daerah di satu sisi memberikan kewenangan yang luas kepada

pemerintah daerah, namun di sisi lain memberikan implikasi tanggung jawab yang

lebih besar bagi pemerintah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Daerah mengalami peningkatan tekanan fiskal (fiscal stress) yang lebih tinggi

dibanding era sebelum otonomi. Daerah dituntut untuk mengoptimalkan setiap

potensi maupun kapasitas fiskalnya dalam rangka untuk mengurangi tingkat

ketergantungan terhadap pemerintah pusat (Adi dan Setyawan, 2008).

Penelitian lain oleh Huda (2015) hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa

fiscal stress mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap alokasi belanja modal.

Fiscal stress yang tinggi menunjukkan semakin tingginya upaya daerah untuk

meningkatkan pendapatan daerah terutama yang berasal dari sektor pajak. Akan

tetapi penelitian yang dilakukan Junita dan Abdullah (2016) menunjukkan bahwa

fiscal stress berpengaruh terhadap perubahan belanja dengan arah yang negatif.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh Devita, et. al

(2014) dengan beberapa perbedaan. Perbedaan pertama, pada penelitian Devita,

et. al (2014) menggunakan variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum

dan jumlah penduduk dan belanja daerah, sedangkan dalam penelitian ini tidak

menggunakan variabel jumlah penduduk melainkan menggunakan variabel fiscal

stress dikarenakan menurut penulis variabel fiscal stress salah satu variabel yang

dapat berpengaruh terhadap belanja daerah. Perbedaan kedua, periode penelitian

ini adalah tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Dalam penelitian ini mengambil
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jangka waktu lima tahun tersebut diharapkan jangka waktu tersebut sudah cukup

dapat menggambarkan pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan

fiscal stress terhadap belanja daerah di Provinsi Lampung. Perbedaan ketiga,

cakupan wilayah objek penelitian ini adalah kabupaten/kota yang berada di

Provinsi Lampung, dikarenakan Provinsi Lampung merupakan salah satu Provinsi

di Pulau Sumatera yang memiliki anggaran belanja daerah yang besar selain itu

Provinsi Lampung juga merupakan penerima DAU terbesar ketiga di Pulau

Sumatera. Hal ini yang menjadikan alasan dalam memilih Provinsi Lampung

sebagai objek penelitian.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan

judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU)

dan Fiscal Stress terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung”.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah di

kabupaten/kota provinsi Lampung?

2. Apakah dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja daerah di

kabupaten/kota provinsi Lampung?

3. Apakah fiscal stress berpengaruh positif terhadap belanja daerah di

kabupaten/kota provinsi Lampung?
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1.3. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini memiliki tujuan untuk membuktikan bahwa:

1. Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah

kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

2. Dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja daerah

kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

3. Fiscal stress berpengaruh positif terhadap belanja daerah kabupaten/kota di

Provinsi Lampung

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Di bidang akademis, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan

kemampuan penulis dalam melakukan penelitian, menganalisis suatu

fenomena, dan menyimpulkan suatu permasalahan serta merumuskan

solusinya secara sistematik berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah. Serta sebagai

salah satu rujukan tulisan ilmiah mengenai pengelolaan keuangan daerah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberi gambaran informasi dan input bahan

evaluasi dalam penganggaran dalam rangka pengalokasian anggaran untuk

pembangunan di Provinsi Lampung. Manfaat lain yang dapat diperoleh dari

penelitian ini adalah dapat menilai sejauh mana PAD, dana perimbangan

dalam penelitian hanya menggunakan DAU serta fiscal stress

mempengaruhi belanja daerah guna menunjang pembangunan daerah
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Provinsi Lampung. Selain itu, diharapkan penelitian ini juga dapat

digunakan oleh pemangku kebijakan sebagai input informasi dalam

melaksanakan pembangunan untuk mencapai pertumbuhan optimal bagi

kesejahteraan masyarakat khususnya di Provinsi Lampung.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1.Teori Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal merupakan komponen utama dari desentralisasi artinya

desentralisasi tidak dapat dilepaskan dari isu kapasitas keuangan daerah, dimana

kemandirian keuangan daerah berdasarkan kemampuan menggali dan mengelola

keuangannya. Menurut Kurnia (2013) desentralisasi fiskal secara singkat dapat

diartikan sebagai suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang

lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah, untuk mendukung fungsi

atau tugas pemerintahan dan pelayan publik sesuai dengan banyaknya

kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada

bagian Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah disebutkan bahwa

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah

kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam

sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi menyangkut berbagai

bentuk dan dimensi yang beragam, terutama berkaitan dengan aspek fiskal,

politik, adminitrasi dan sistem pemerintahan serta pembangunan secara sosial dan

ekonomi. Anggaran daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) sebagai salah satu bentuk dari desentralisasi fiskal, merupakan
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instrument kebijakan fiskal yang utama bagi pemerintah daerah dan juga

menunjukkan kapasitas dan kemampuan daerah.

2.1.2. Otonomi Daerah

Otonomi berasal dari kata Yunani autos dan nomos. Kata pertama berarti sendiri

dan kata kedua berarti pemerintah. Otonomi bermakna memerintah sendiri, dalam

wacana administrasi publik daerah sering disebut sebagai local self government.

Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

maka otonomi daerah yang seluas-luasnya mulai ditempatkan pada daerah

kabupaten/kota serta diserahkan juga kewenangannya lebih besar pada pemerintah

kabupaten/kota. Tujuan pemberian otonomi daerah adalah untuk memungkinkan

daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri dalam

rangka meningkatakan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan

bagi pelayanan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Sebagai upaya untuk

mencapai tujuan itu, maka kepada daerah diberikan wewenang untuk

melaksanakan urusan pemerintahan (Salawali et. al, 2016)

2.1.3. Keuangan Daerah

Pengertian Keuangan Daerah sebagaimana dimuat dalam Undang-undang Nomor

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Keuangan Daerah adalah

semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala

sesuatu berupa uang dan barang yang dijadikan milik daerah yang berhubungan

dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.

Faktor keuangan merupakan faktor yang paling dominan dalam mengujur tingkat

kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Keadaan keuangan suatu
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daerah yang menentukan bentuk dan ragam yang dilakukan oleh pemerintah

daerah. Salah satu ukuran penting untuk mengetahui kemampuan daerah untuk

mengatur daerahnya sendiri adalah kemampuan self supporting. Halim (2007)

mengungkapkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola

keuangan daerah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) yang langsung maupun tidak langsung.

Menurut Halim (2007), ruang lingkup keuangan daerah terdiri dari keuangan

daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang

termasuk dalam keuangan daerah yang dikelola langsung adalah Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan barang-barang inventaris milik

daerah, sedangkan keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik

Daerah (BUMD).

2.1.4. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya di singkat PAD adalah pendapatan

yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah yang merupakan sumber

penerimaan daerah perlu terus di tingkatkan agar dapat menanggung sebagian

beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan

pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah

yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan (Darise, 2009).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sumber Pendapatan

Asli Daerah adalah sebagai berikut:
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1.  Pajak Daerah;

2.  Retribusi Daerah;

3.  Hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan; dan

4.  Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan asli daerah bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah

dalam menggali pendanaan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sebagai

perwujudan asas desentralisasi.

2.1.5.Dana Alokasi Umum

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan, Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari Anggaran

Pendapatan Belanja Negara (APBN), yang dialokasikan dengan tujuan

pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah

dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan

sekurang- kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri neto dan ditetapkan

dalam APBN. Proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota dihitung dari

perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

provinsi dan kabupaten/kota.

Dana alokasi umum bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah

(Djaenuri, 2012). Termasuk di dalam pengertian tersebut adalah jaminan

kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan di seluruh daerah dalam rangka

penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat, dan merupakan satu kesatuan

dengan penerimaan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dengan kata
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lain, tujuan penting alokasi DAU adalah dalam kerangka pemerataan kemampuan

penyediaan pelayanan publik antar pemerintah daerah di Indonesia.

Penggunaan dana alokasi umum ditetapkan oleh daerah. Penggunaan dana alokasi

umum dan penerimaan umum lainnya dalam APBD harus tetap dalam kerangka

pencapaian tujuan pemberian otonomi kepada daerah. Yaitu peningkatan

pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Seperti pelayanan di

bidang kesehatan dan pendidikan.

2.1.6. Fiscal Stress

Andayani (2004) mengemukakan bahwa terjadinya krisis keuangan disebabkan

tidak cukupnya penerimaan atau pendapatan dalam memenuhi kebutuhan

pengeluaran. Daerah-daerah yang tidak memiliki kesiapan memasuki era otonomi

bisa mengalami hal yang sama, tekanan fiskal (fiscal stress) menjadi semakin

tinggi dikarenakan adanya tuntutan peningkatan kemandirian yang ditunjukkan

dengan meningkatnya penerimaan sendiri untuk membiayai pengeluaran yang

ada.

Shamsub dan Akoto (2004) mengelompokkan penyebab timbulnya fiscal stress ke

dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu:

1) Menekankan bahwa peran siklus ekonomi dapat menyebabkan fiscal stress.

Penyebab utama terjadinya fiscal stress adalah kondisi ekonomi seperti

pertumbuhan yang menurun dan resesi.

2) Menekankan bahwa ketiadaan perangsang bisnis dan kemunduran industri

sebagai penyebab utama timbulnya fiscal stress. Kemunduran industri
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menjadikan berkurangnya hasil pajak tetapi pelayanan jasa meningkat, hal ini

dapat menyebabkan fiscal stress.

3) Menerangkan fiscal stress sebagai fungsi politik dan faktor-faktor keuangan

yang tidak terkontrol menunjukkan bahwa sebagian dari peran ketidakefisienan

birokrasi, korupsi, gaji yang tinggi untuk pegawai, dan tingginya belanja untuk

kesejahteraan sebagai penyebab fiscal stress.

Pada saat fiscal stress tinggi, pemerintah cenderung menggali potensi penerimaan

pajak untuk meningkatkan penerimaan daerahnya (Shamsub dan Akoto, 2004).

Oleh karena itu, tingginya angka upaya pajak (tax effort) dapat diidentikkan

dengan kondisi fiscal stress. Upaya pajak (Tax Effort) menunjukkan upaya

pemerintah untuk mendapatkan pendapatan bagi daerahnya dengan

mempertimbangkan potensi yang dimiliki. Potensi dalam pengertian ini adalah

seberapa besar target yang ditetapkan pemerintah daerah dapat dicapai dalam

tahun anggaran daerah tersebut.

2.1.7. Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyatakan bahwa

Belanja Daerah adalah semua kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai

kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sedangkan

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Belanja Daerah meliputi

semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas

dana.
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Belanja daerah didefinisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui

sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja diklasifikasikan menurut

klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Klasifikasi ekonomi

adalah pengelompokkan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk

melaksanakan suatu aktifitas. Klasifikasi belanja menurut Peraturan Pemerintah

Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah untuk tujuan

pelaporan keuangan menjadi:

1. Belanja Operasi.

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiataan sehari-hari

pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja

operasi meliputi:

1) Belanja pegawai;

2) Belanja Barang;

3) Subsidi;

4) Hibah;

5) Bantuan Sosial.

2. Belanja Modal.

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap

berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Nilai asset

tetap dalam belanja modal yaitu sebesar harga beli/bangunan asset ditambah

seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan asset sampai

asset tersebut siap digunakan. Belanja modal meliputi:
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1) Tanah;

2) Peralatan dan Mesin;

3) Gedung dan Bangunan;

4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan;

5) Aset Tetap Lainnya;

6) Aset Lainnya.

3. Belanja Lain-lain/Belanja Tidak Terduga.

Belanja lain-lain atau belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk

kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti

penganggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga

lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan

pemerintah pusat/daerah.

4. Belanja transfer.

Belanja transfer adalah pengeluaran anggaran dari entitas pelaporan yang lebih

tinggi ke entitas pelaporan yang lebih rendah seperti pengeluaran dana

perimbangan oleh pemerintah provinsi ke kabupaten/kota serta dana bagi hasul

dari kabupaten/kota ke desa.

Mardiasmo (2002) mengatakan bahwa belanja daerah dirinci menurut urusan

pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan

rincian obyek belanja. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai

pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau

kabupaten/kota. Belanja daerah terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan
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urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama

antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Belanja penyelenggaraan urusan

wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan

masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam

bentuk peningkatan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, fasilitas social,

dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

2.2. Kerangka Penelitian

Penelitian ini memiliki kerangka pemikiran sebagai berikut:

H1 (+)

H2 (+)

H3 (+)

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Pendapatan Asli Daerah (X1)

Dana Alokasi Umum (X2)

Fiscal Stress (X3)

Belanja Daerah (Y)
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2.3. Penelitian Terdahulu

Berikut ini disajikan penelitian-penelitian terdahulu untuk mendukung kerangka

konseptual penelitian sebagai berikut:

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No.
Peneliti
(Tahun)

Judul Penelitian Variabel Penelitian Hasil Penelitian

1
Ekawarna
(2017)

Analisis Flypaper Effect
pada Belanja Daerah
(Studi Kabupaten/Kota di
Provinsi Jambi

Pendapatan Asli
Daerah,  Dana Alokasi
Umum, Dana Alokasi
Khusus, Dana Bagi
Hasil, Belanja Daerah

PAD dan DAU berpengaruh
signifikan terhadap belanja
daerah sedangkan DBH dan
DAK tidak berpengaruh
terhadap belanja daerah.

2
Wandira
(2013)

Pengaruh PAD, DAU,
DAK dan DBH terhadap
Pengalokasian Belanja
Modal

Pendapatan Asli
Daerah,  Dana Alokasi
Umum, Dana Alokasi
Khusus, Dana Bagi
Hasil, Belanja Modal

PAD dan DAU tidak
berpengaruh signifikan
terhadap alokasi belanja
modal, sedangkan DAK dan
DBH berpengaruh signifikan
terhadap belanja modal.

3
Salawali et.
al (2016)

Flypaper Effect pada Dana
Alokasi Umum dan
Pendapatan Asli Daerah
serta pengaruhnya
terhadap Belanja Daerah
Kabupaten/Kota di
Sulawesi Tengah

Dana Alokasi Umum,
Pendapatan Asli
Daerah dan Belanja
Daerah

DAU dan PAD berpengaruh
signifikan terhadap belanja
daerah

4
Nabilah
(2015)

Analisis Flypaper Effect
PAD dan DAU terhadap
Belanja Daerah di Provinsi
Kalimantan Timur Tahun
2010-2014

Dana Alokasi Umum,
Pendapatan Asli
Daerah dan Belanja
Daerah

PAD berpengaruh signifikan
terhadap belanja daerah
sedangkan DAU tidak
berpengaruh signifikan
terhadap belanja daerah.

5
Huda
(2015)

Pengaruh Kinerja
Keuangan, Fiscal Stress
dan Kepadatan Penduduk
terhadap Alokasi Belanja
Modal di Nusa Tenggara
Barat

Rasio ruang fiskal,
Fiscal Stress,
Kepadatan Penduduk,
Belanja Modal

Rasio ruang fiskal, Fiscal
Stress, Kepadatan Penduduk
berpengaruh signifikan
terhadap alokasi belanja
modal.

6
Junita dan
Syukriy
(2016)

Pengaruh Fiscal Stress dan
Legislature Size terhadap
Expenditure Change pada
Kabupaten/Kota di
Sumatera Utara

Fiscal Stress,
Legislature Size,
Expenditure Change

Fiscal Stress tidak
berpengaruh terhadap
Expenditure Change,
sedangkan Legislature Size
berpengaruh terhadap
Expenditure Change
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2.4. Pengembangan hipotesis penelitian

2.4.1 Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang

cukup penting dalam membiayai belanja pemerintah daerah guna menunjang

pertumbuhan dan pembangunan daerah. Dalam upaya untuk menyelenggarakan

pemerintahan dan pembangunan, pemerintah mengeluarkan suatu pembiayaan

yaitu belanja daerah (Ekawarna, 2017).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ekawarna (2017), menemukan bahwa Dana

Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap

belanja daerah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wandira (2013)

menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan

terhadap belanja modal. Dalam hal membiayai belanja daerah, sumber utama

penerimaan pemerintah daerah salah satunya berasal dari pendapatan asli daerah.

Semakin besar dana PAD berarti semakin besar belanja daerah yang dilakukan

pemerintah daerah untuk pembangunan di daerahnya.

Dari uraian di atas, maka penulis mengemukakan hipotesis pada penelitian ini

sebagai berikut:

(H1): Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah.

2.4.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang berasal dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan untuk

pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan belanja daerah

dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Wandira, 2013).
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Penelitian terdahulu yang menggunakan variabel dana alokasi umum terhadap

belanja daerah yakni Salawali et al. (2016) dimana hasil penelitian menunjukkan

dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Penggunaan

DAU diserahkan sepenuhnya kepada daerah sesuai dengan prioritas pembangunan

serta kebutuhan daerah dalam meningkatkan kualitas melayani masyarakat. Oleh

karena itu, besarnya angka DAU yang diterima suatu daerah dapat mempengaruhi

besarnya pengeluaran belanja pemerintah daerah. Sedangkan dalam penelitian

Wandira (2013) menunjukkan dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap

belanja modal.

Dari uraian di atas, maka penulis mengemukakan hipotesis pada penelitian ini

sebagai berikut:

(H2) : Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.

2.4.3 Pengaruh Fiscal Stress terhadap Belanja Daerah

Fiscal stress merupakan tekanan yang dihadapi pemerintah daerah yang

diakibatkan oleh kondisi ekonomi yang menurun maupun belanja daerah yang

tinggi (Huda, 2015). Akibatnya pemerintah daerah dituntut untuk

mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan di daerahnya untuk lebih

memberikan porsi yang besar pada belanja daerah yang berkaitan langsung

dengan pelayanan kepada masyarakat ataupun prasarana yang mendukung

percepatan pembangunan di daerah yang diwujudkan melalui belanja modal.

Hasil penelitian Huda (2015) menyimpulkan bahwa fiscal stress berpengaruh

positif dan signifikan terhadap belanja modal. Fiscal stress yang tinggi

menunjukkan semakin tingginya upaya daerah untuk meningkatkan pendapatan
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daerah terutama yang berasal dari sektor pajak. Akan tetapi penelitian yang

dilakukan Junita dan Abdullah (2016) menunjukkan bahwa fiscal stress

berpengaruh terhadap perubahan belanja dengan arah yang negatif.

Dari uraian di atas, maka penulis mengemukakan hipotesis pada penelitian ini

sebagai berikut:

(H3) : Fiscal Stress memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Daerah.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Populasi dan Sampel

3.1.1.Populasi

Menurut Sugiyono (2014) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas

obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang

diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan, jadi

populasi bukan hanya orang, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang

dimiliki oleh subyek itu. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah

kabupaten/kota di Provinsi Lampung yang seluruhnya berjumlah 15

kabupaten/kota.

3.1.2.Sampel

Sugiyono (2014) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki

oleh populasi. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode

purposive sampling, dengan kriteria sebagai berikut:

a. Pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Lampung yang

mempublikasikan laporan keuangannya secara konsisten dari tahun 2011

sampai dengan 2015.

b. Tersedianya seluruh data dan informasi yang dibutuhkan dalam pengukuran

variabel dan analisis data untuk pengujian hipotesis yang diperlukan dalam

penelitian ini.
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3.2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data

sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui

media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kuantitatif yang

meliputi laporan anggaran dan realisasi APBD masing-masing kabupaten/kota di

Provinsi Lampung untuk periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 yang

diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh dan dikumpulkan dengan cara:

 Studi Pustaka

Data dan teori yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari jurnal,

literatur, dan penelitian terdahulu yang terkait dalam penelitian ini.

 Studi Dokumentasi

Data dikumpulkan dengan cara mengumpulkan data sekunder yang berupa

laporan keuangan pemerintah daerah maupun data-data terkait penelitian ini

melalui situs resmi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

3.4. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis variabel penelitian, yaitu variabel

dependen dan variabel independen.



24

3.4.1.Variabel Dependen

Variabel dependen adalah merupakan variabel besarannya dipengaruhi oleh

variabel lain. Dalam penelitian ini belanja daerah digunakan sebagai variabel

independen. Belanja daerah adalah semua kewajiban kabupaten/kota di Provinsi

Lampung sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam hal ini belanja daerah

dengan periode tahun anggaran 2011 sampai dengan tahun 2015. Pengukuran

belanja daerah dalam penelitian ini dilihat dari pos realisasi belanja daerah

pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Belanja daerah terdiri dari

Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak terduga dan Belanja Transfer.

3.4.2.Variabel Independen

3.4.2.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari

sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan

daerah  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku. Pendapatan

Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk

membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas

pelayanan publik. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi

daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain

pendapatan daerah yang sah (UU Nomor 33 Tahun 2004). Nilai dari variabel

Pendapatan Asli Daerah untuk tiap Kabupaten/Kota di Lampung dilihat dari pos

Pendapatan Asli Daerah dalam laporan realisasi APBD masing-masing

kabupaten/kota periode 2011-2015.
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3.4.2.2 Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu transfer dana Pemerintah

kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang

dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk

mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU Nomor

33 Tahun 2004).

Penyaluran dana alokasi umum didasarkan pada kebutuhan fiskal daerah yang

merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan

dasar umum. Setiap kebutuhan pendanaan diukur secara berturut-turut dengan

jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, produk domestik

regional bruto per kapita, dan indeks pembangunan manusia. Nilai dari Dana

Alokasi Umum untuk tiap Kabupaten/Kota di Lampung dilihat dari pos

pendapatan transfer dalam laporan realisasi APBD masing-masing kabupaten/kota

periode 2011-2015.

3.4.2.3 Fiscal Stress

Pada penelitian variabel Fiscal stress diukur berdasarkan realisasi penerimaan

pajak daerah dibandingkan dengan produk domestik regional bruto. Upaya pajak

yang tinggi mencerminkan tingkat fiscal stress yang lebih besar, hal ini berarti

bahwa permintaan jasa tertentu melebihi sumber atau pendapatan yang ada (Adi

dan Setyawan, 2008). Dalam penelitian ini, perhitungan fiscal stress dapat

dirumuskan sebagai berikut:
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Realisasi penerimaan pajak daerah
Fiscal Stress =

PDRB

3.5 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik

deskriptif, uji asumsi klasik, uji statistik F, uji koefisien determinasi (R2) dan uji

statistik t. Analisisi data ini akan dilakukan menggunakan software SPSS 21.

3.5.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif yaitu statistik yang digunakan untuk memberikan deskripsi

sehingga dapat dilihat dari rata-rata, standar deviasi, dan maksimum-minimum.

Analisis ini dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai distribusi dan

perilaku data sampel tersebut (Ghozali, 2016). Hal ini dilakukan untuk melihat

gambaran keseluruhan dari sampel yang berhasil dikumpulkan dan memenuhi

syarat untuk dijadikan sampel.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

3.5.2.1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam regresi, variabel

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Model analisis

yang digunakan untuk melakukan pengujian adalah one-sample Kolomogorov-
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Smirnov Test. Model regresi dikatakan memiliki residual berdistribusi normal

apabila Asymp. Sig (2-tailed) diatas signifikansi sebesar 0,05.

3.5.2.2. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat

korelasi antara error term pada periode t1 dengan error term pada periode t2.

Autokorelasi dapat terjadi jika nilai gangguan dalam periode tertentu berhubungan

dengan gangguan sebelumnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas

dari autokorelasi sehingga dapat lebih efisein.

Asumsi autokorelasi diuji menggunakan uji Durbin-Watson. Nilai Durbin-Watson

merupakan dasar untuk menentukan apakah telah terjadi autokorelasi atau tidak.

Untuk mendapatkan nilai Durbin-Watson, maka dilakukan pengolahan data

melalui SPSS. Setelah itu dilakukan perbandingan antara nilai Durbin-Watson

yang diperoleh dengan nilai Durbin-Watson dari tabel. Apabila nilai Durbin

Watson yang diperoleh lebih besar dari nilai tabel, maka dapat disimpulkan dalam

model regresi tidak terdapat autokorelasi.

3.5.2.3. Uji Multikolonieritas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan

adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik

seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Dalam penelitian

ini pengujian terhadap multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan nilai

VIF (Variance Inflation  Factor) dan nilai Tolerance. Batas terjadinya
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multikolinearitas adalah nilai VIF > 10 dan nilai Tolerance < 0,10 (Ghozali,

2016).

3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji hesteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.

Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka

disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model

regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi

heteroskedastisitas (Ghozali, 2016). Uji heterokesdaksitas dalam penelitian ini

diuji dengan scatter plots.

3.5.3 Analisis Regresi Berganda

Dalam model penelitian ini terdapat satu variabel terikat yang berhubungan

dengan tiga variabel bebas sehingga analisis yang digunakan adalah analisis

regresi berganda. Hal ini digunakan karena pada penelitian ini, teknik analisis

regresi berganda dapat menyimpulkan secara langsung mengenai pengaruh

masing-masing variabel bebas yang digunakan secara parsial ataupun secara

simultan (bersama-sama).

Model persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

BD = α1+ β1PAD + γ1DAU + θ1FS + ε1
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Dimana :

BD : Belanja Daerah

PAD : Pendapatan Asli Daerah

DAU

FS

:

:

Dana Alokasi Umum

Fiscal Stress

α : Konstanta Regresi

β, γ, θ : Koefisien Regresi

ε : Error term

3.5.4 Pengujian Hipotesis

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Penelitian

kuantitatif merupakan pendekatan ilmiah terhadap pengambil keputusan

manajerial dan ekonomi. Alat analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah

multiple regression (analisis regresi linier berganda) untuk mengetahui pengaruh

variabel independen terhadap variabel dependen.

3.5.4.1. Pengujian Koefisien Determinasi (Adjusted R2)

Koefisien determinasi intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam

menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara

nol dan satu. Nilai R2 yang mendekati nol berarti kemampuan variabel-variabel

independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang

mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali,

2016).
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3.5.4.2. Uji Kelayakan Model Regresi (Uji statistik F)

Model regresi penelitian ini dapat digunakan untuk menjelaskan pengaruh dari

variabel-variabel independen terhadap variabel dependen dan untuk menunjukkan

bahwa model yang digunakan dalam penelitian telah layak untuk dilanjutkan

pengujian selanjutnya. Menurut Ghozali (2016) dengan tingkat signifikan 0,05,

kriteria pengujiannya:

1) Jika Fhitung < Ftabel atau probabilitas > 0,05 maka variabel independen tidak

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

2) Jika Fhitung > Ftabel atau probabilitas < 0,05 maka variabel independen

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

3.5.4.3. Pengujian Koefisien Regresi Parsial (Uji statistik t)

Uji parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel

independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016). Adapun kriteria

pengambilan keputusan berdasar hasil adalah:

a) Jika nilai t hitung > t tabel; maka Ho ditolak dan Ha diterima.

b) Jika nilai t hitung < t tabel; maka Ho diterima dan Ha ditolak.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1.

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari pendapatan asli daerah, dana

alokasi umum dan fiscal stress terhadap belanja daerah pada kabupaten/kota di

Provinsi Lampung periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Berdasarkan

hasil dan analisis data maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah

pada kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

b. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah

pada kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

c. Fiscal Stress berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah pada

kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini telah memberikan bukti empiris mengenai hubungan antara

pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan fiscal stress terhadap belanja

daerah. Akan tetapi, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yaitu sampel

dalam penelitian ini pada 14 kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Hal ini

menyebabkan hasil penelitian hanya berlaku untuk kabupaten/kota yang menjadi
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sampel penelitian, sehingga belum dapat di generalisasi untuk seluruh

kabupaten/kota di Indonesia.

5.3 Saran

1. Kepada pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Lampung agar

meningkatkan kinerjanya dalam mengumpulkan penerimaan pendapatan asli

daerah terutama dari sisi pajak daerah dan retribusi daerah sehingga tujuan

dari diberlakukannya otonomi daerah dapat tercapai, sehingga ketergantungan

daerah terhadap bantuan dana transfer dari pusat setiap tahunnya bisa

dikurangi.

2. Bagi penelitian selanjutnya agar meneliti atau mencari dan menambah

variabel lain dalam komponen dana perimbangan seperti dana bagi hasil atau

dana alokasi umum guna menambah variasi penelitian. Dan memperluas

objek penelitian tidak hanya di wilayah Provinsi Lampung tetapi wilayah

kabupaten/kota lain yang ada di Indonesia.
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